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Terorisme merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Apabilatidak ditanggul angi
dan dengan reaksi yang cepat (counter reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan
keamanan baik nasional maupun regional. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme
melalui pendekatan lunak salah satunya dengan Program Deradikalisasi. Koordinator Deradikalisasi
menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
yang didukung oleh beberapa Kementerian dan Lembaga lain. Penelitian ini menemukan adanya
kekosongan antara pengaturan terkait deradikalisasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan
turunnya dengan pelaksanaan Deradikalisasi di lapangan. Secara faktual, pelaksanaan deradikalisasi untuk
para pelaku tindak pidanaterorisme dari tahapan pada status tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana
hingga mantan narapidana tindak pidanaterorisme selamaini dilakukan oleh Densus 88 AT secaraintensif.
Idealnya, jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh

K gjaksaan, terpidana oleh Pengadilan, Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mantan narapidana
dilakukan olen BNPT. Selain itu, guna deteksi dini perkembangan jaringan teror didalam maupun diluar

L embaga pemasyarakatan. Sehingga, dipandang penting bahwa personil Densus harus melekat dalam setiap
tahapan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program
Deradikalisasi yang dilakukan oleh densus 88 AT sesuai antararegulasi dan implementasinya. Hal tersebut
dilakukan karena adanya kekosongan (gap) antararegulasi dan implementasi Program Deradikalisasi di
lapangan dipandang dari sudut pandang normatif, karena Densus 88 AT melakukan pekerjaan melebihi dari
yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun hal tersebut dianggap baik karena
merupakan kebutuhan yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia dan mencegah aksi
terorisme dimasa depan.

...... Terrorism isavery serious problem in Indonesia. If not handled and with a quick reaction counter
reaction it can become a big threat to stability and security both nationally and regionally. The Indonesian
government's policy in tackling terrorism is through a soft approach, one of which isthe Deradicalization
Program. The Deradicalization Coordinator according to Law Number 5 of 2018 is the National Counter-
Terrorism Agency (BNPT) which is supported by several Ministries and other Institutions. This study found
a gap between the regulations related to deradicalization regulated in the Act and its regulations and the
implementation of deradicalization in the field. Factually, the implementation of deradicalization for
perpetrators of criminal acts of terrorism from the stages of the status of suspects, defendants, convicts,
convicts to ex-convicts of criminal acts of terrorism has so far been carried out intensively by Densus 88
AT. Idedlly, if the status of deradicalization suspect is carried out by Densus 88 AT, the status of defendant
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is by the Prosecutor's Office, convicted by the Court, Convicts by the Correctional Institution and ex-
convictsis carried out by BNPT. In addition, for early detection of the development of terror networks
inside and outside prisons. Thus, it is deemed important that Densus personnel must be attached to each
stage to provide appropriate recommendations. This study uses a qualitative approach with the selection of
informants by purposive sampling. The results of this study explain that the Deradicalization Program
carried out by Densus 88 AT isin accordance with the regulation and its implementation. This was done
because there was a gap between regulation and the implementation of the Deradicalization Program in the
field from a normative point of view, because Densus 88 AT did more work than was mandated by Law
Number 5 of 2018, but this was considered good because it was a necessity. that must be done in dealing
with terrorism in Indonesia and preventing future acts of terrorism



